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INFORMASI HUKUM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; - .

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum

Pendidikan S1 Komputer

Memahami Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan
Memahami Peraturan Tentang Pengelolaan JDIH
Memahami Teknik Pengelolaan Produk Hukum
Mampu mengoperasikan komputer

Nbwh -

T

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1.

SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah

1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Jaringan Internet
3. Aplikasi JDIH
4. Website JDIH

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Perhatikan Teknik Pendokumentasian Produk Hukum
2. Perhatikan Teknik Penataan Produk Hukum

1. Katalog Produk Hukum

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN




SOP PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
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